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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE
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NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

:LANG TENTANG
wRSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGEL
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

GELANG,
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MA

jenimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan kebenaran
pengukuran dan kepastian hukum penggunaan Alat-alat
Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP),
perdagangan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT),
dan  satuan ukuran, serta untuk mendukung
penyelenggaraan perlindungan konsumen, perlu dilakukan
tera, tera ulang, dan pengawasan;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, kewenangan urusan bidang perdagangan pada sub

urusan standardisasi dan perlindungan konsumen

mengenai pelaksanaan metrologi legal bery

ulang, dan pengawasan diserahkan ke
kabupaten /kota

C. bahwa berdasarkan

pa tera, tera

pemerintah

pertimbangan

‘ sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perly
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™

: 1. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;; |

2. U“d""B'Undnng Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrolog!
Legal;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta
Syarat-syarat  Ukuran, Timbangan, Takaran, dan
Perlengkapannya;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI
LEGAL,

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil
pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar
disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk
mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

: Persetujuan sebagaimana  dimaksud pada Diktum
KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani

bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan,
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Keputusan ini mylaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dj Magelang
padn tanggal 14 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN
K()TA,;MA(.‘»EIA\’(‘
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